BUPAT! MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH -
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI MALUKU TENGAH,
Menimbang : a Hawa -un'tu_k melaksanakan ketentuan’ Pasal 9 Peraturan Daerah Nomér 01 Tahun 2019'tentai1g'Pert'anggungj’awaban
. Baksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, peﬁjabarén pertanggungjawaban

~paksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagéi rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
mdapatan dan belanja daerab ditetapkan dengan Peraturan Bupati; '



b. bahwa berdasarkan pertimbangm sebagaimana dimaksid dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawabar Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 60 Timm 1958 tentang Pengapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 temtang
o Pembentukan Daerah-Daerak &vatantra Tingkat I ‘Talam Wilayah Daerah Swatantra ’I‘mgkat I Maluknu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tdin 1957 Nomor 80, Taebahan Lembaran Negara Republik Indonesie. Nomor 1645},
2. Undang- Undang Nomor 28 Tshun 1999 tentang Pcny:lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsg Kolusi
‘Indonesia Nomor 3851); -
3. Undangnl.‘ndang Nomor 17 Tzhun 2003 tentang Keualgan Negara [Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003
" Nomor 47, Tambahan Lembann Ncgara Republik Indozesia Nomor 4286); :
4, Undang— Undang Nomor 1 'I’ai.un 2004 tentang Perberdaharaan Negara {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Ta.hun.
\ 2004 Nomor 5, ’I‘a_mbahan Lemba.ran Negara Republik hdonesia Nomor 4355); . \ : o
5, Undang- -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeaks&a.n Pengelolaan dan Per‘tanggung]awaban Keuanga,n Negara \
'[Lembaran Negara chubl‘lk Idonesia Tahun 2004 Nanor 66, Tambahen Lembara_n Negara Republik Indonesia Nomor
_ 4400) : : - :
6. Undang-Undang Nomor 25 'i'.fahun 2004 tentang Sltu'n Perencanaan Pcmbangunan Nacnonal (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 20‘“4- ‘Nomor 104, Tambaha Lembarazn Negara chu_l,h_k Indonesia Nomor 4421); '
7. 'Undang-Undang Nomor 33 Tdwun 2004 tentang Penmbangan Kcuangan antara Pemcnntah Pusat dan Pemcnntanan

Daerah (Lembaran -Negara chubhk Indonesia’ Tahen 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Repubhk :

Indonesia Nomor 4438),



10.
2014 Nomor 244, Tambahan Lemdwran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

11.

12,

13.

15.

Undang-Tadang Nomor 28 Tahwr 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesigFahun 20b9 Nomor 13&.Fam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); -

Undéng—. tdang Nomor 12 Tahm?2011 tentang Pembentukan Peraturian Perundang-undangan (Lembaran Negera
Republik- idonesia Tahun 2011 Nmor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang—ﬁ&_dang Nomor 23 Tahl_iﬁi014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

kali dmbﬁ terakhir dengan Undmg- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23Tahun 2014 tentang Pmemltahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indoncma Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Repuiik IndoneSla Nomor 5679); .
PeraturanPemerintah Nomor 109 Ehun 2000 tentang Kedudikan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembara.m Ncga:a chubhk Indmesia Tahun 2000 Nomor 210, ’I‘ambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40%),

PeraturanB’emcrmtah Nomor 23 ’Pahun 2005 tenta.ng Pengelolaa.n Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nega.ra :

Repubh.k ErdoneSLa Tahun 2005 Nm:or 48, ’I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
PeraturanPemerintah Nomor 55 Tun 2005 tentang Dana Penmba.ngan {Lembaran Negara Repuiblik Indoncs1a ’I‘ahun
2005 Nommr 137, Tambahan Lembmran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

..Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara Repubhk '
' Indonesia Tahun 200:) ‘Nomor 140 fam bahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 4578); o '
Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyusunan ‘dan Penerapan Standar Pelayanan i
Mmlmal {fembaran Negara Replﬁk Indonesm Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
" Indonesia¥omor 4585} ' '



16.
17.

18.

19.

21.
22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tehun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahur 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kmer_]a Instansi Pemerintah (Le mb aran
Negara Republik Indonesia Tahun 206 i\@mar 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomér Nomor Il Tabun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Probkeler dan Keuangan Pimpinan .dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

{Lembaran Negara Repubhk IndonesiaTahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Ncga.ra Republik Indonesia Nomor .

4712);

Peraturan Pcmermtah Nomor 65 Tahm 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005'

tentang Sistem Informasi Keuangan D:Brah (Lembaran Negara RCpubhk Indonesm Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonema Homor 5155],

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabmn 2010 tcnta.ng Standar Akunta,nsl Pemermtahan (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tasbahan Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor 5165); _
Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tahm 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun
2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran \Tegara Republik Indonc81a Nomor 5219); )

Pcramran Pemcrmtah Nomor 2. Tahun2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Nega.ra Repubhk Indonema Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan ‘Lembaran NegaraRepubhk Indonesm Nomor 5272); )

Peraturan Pemermtahan Nomor 83 Tdun 2012 tenta_ng Perubahan Atas Pcraturan Pemermtah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan’ Keuangan Kepada fartai Politik (Léembaran Nega_ra Republik Indones1a Tahun' 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republikihdenesia Nomor 5351); '



g

24,

25.
26.

27.

28.
29

30.
31.
-32.

33,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 'Negara/Daerail {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang 'I‘IJ_nJan,gan Jabatan Struktura.l

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presidern Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2_006 teritang Pedomah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 ten.tang 'F’crubéhan
Kedna Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang: Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negard Tahun 2011 Nomor 310); ' '
Peraturan Mentcn Dalam Negeri Nomor 17 ’I‘ahun 2007 tentang Pedoman ’I‘ekms Pengelolaan Ba:rang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedo:nan PCH}’Usunan Anggaran’ Pen dapatan dan'

'Belan]a Daerah Tabun 2015

Peraturan Daerah Noinor 45 Tahun 2008 tcntang Urusan Pemcrmtahan yang menJadl Kewenangan Kabupaten Maluku' .

‘Tengah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Maluku ‘Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
' Peraturan - Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63}%

Perguran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Maluku Tcngah Tahun 2011-2031 (Lemba.ran Daerah Kabupaten Malulku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang chcana Pembangunan Jangka

Mcnengah. Daerah Kabupa.ten Maluku Tgngah Tahun 2013-2017 (Lembaran_ Daerah Kabupatcn Maluku Ten gah Tahun

2013 Nomor 159}



.Menetapka_n i

34. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
‘Paerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggzan 2017 (Lembaran Daerah Kabupatcn Maluku Tenga,h ’I‘ahun 2018
‘Nomor 196); . : '

- 35. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tenteng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku_
" . Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran DaerahKabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 188);"

36. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentarg Perubahan Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kabupaten

Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 (LembaranDaerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTISKAN:

PERFL URAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTA. iIGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATA'\I DAN
BELAEJA DAERAH KABUPATEN MALUKU T ENuAH TAEUN ANGGARAN 2018

Pas 1

Realisssi Anggaran Pendapatan dan Bclan;a Daerah Takan Angga.ran 2018 terdm dar1

1. Pemlapatan ,
a. -Pendapatan Asli Daerah C S Rp. 59 820, 016 826,22
b. Dana Perimbangan ' Rp.1.302.593.073.652 00
¢ lain - Lain Pendapatan Daerah ya_nD Sah o Rp_ 259.917.742.865,35

" Jumlah Pendapatan - " . Rp. 1.622.330.833.343,57



2. Belanja.

a. Belamp Tidak Langsung

1} Belmja Pegawai

2) Benja Bunga

3) Beimja Subsidi

4 Belnja Hibah

9 Belmja Bantuan Sosial

6) Beknja Bagi Hasil
.7 Béimja Bantuan Keuanganm
- .8 Beéimja Tidak Terduga

b, Belanj Langsung

1) Belm_]a Pegawai -

2) Belmja ‘Barang dan Jasa -
3 Beknja Modal' .

Jumiah Belanja
Surplus/ (Defisit)

3 Pembiayam
a Penermaan
b Pengeharan :
Jumlah PemblayaaaNetto _
~ Sisa kebih Pembiayaan Anggam: Tahun Berkenaan

Rp.

"Rp. 667.979.212.751,00
Rp 0,00
Rp. - 3.399.538.000,00
Rp. 15.175.900.000,00
Rp. 6.654.443.118,00
Rp. 0,00
Rp. 237.210.707.153,00
Rp. 550.358.000 00

" Rp 29.651.350.868,00

Rp. 266.585.639.338,45

Rp. = 345.096.715.810,00 -
Rp.  46.310.859.630,07

0,00

Rp. 930.970.159.022,00

' Rp. 641.333.706.016,45 -

Rp. 1.572.303.865.038,45

Rp. 50.026.968.305,12

Rp. 46.310.859.630,07

Rp. 96.337.827.935, 19



e

. Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran séhgaJmana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lamp:ran I Peraturan Bupati
ini dan mempakan baglan wan g tidak terpmhkan.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Sehgalmana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lan]ut ke dalam Penjabaran
Laporan Reahsasa Angga_ran '

Pasal 4 -

Pe nJabaran Laporan Rcahsas1 Anggaran Selagalmana dunaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bllpatl
i dan merupakan bagian yang tidak terpmhkcm



Pasal 5

Pe;‘atufan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 'diundangkén

~ Agar' setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita -

Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
-Ditetapkan di Masohi :
pada tanggal 12 Oktober 2019 _

J ALUKU TENGAH J\I
v,

'Diundahgkéri di_Masohi
pada tanggal 12 Oktober 2019

RAKIB SAHUBAWA

' BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR: 447



